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PERATURAN DAERAH E
(ABUPATEN KEPULAUAN SULA |
NOMOR : 8 TAHUN 2005
TENTANG 5

RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN.YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA

naleen - penyelenggaraan” (erminal di - daerah dilakukan  untuk
merunang keloncarar mobilitas orang maupun. arus barang “an
tinek delaksanrnya kelerpaduan intra dan anlar moda SCCara I i
danleni; o

Il sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tanhun 20
icittang Retnbusi Dacrah, penyediaan pelayanan terminal didacioi
ditentukan oleh pemeriniah da2rah;

Bahvea berdassthan perimbaroan sebagaimara dimaksud da.am

-~

Ul dan b, perls membentk Peraturan Daerah lentang Relribusi
Terminal, :

Undis g - nndang Nomer & Tahun 1981, lentang Hukum Acara-Pidans
( Lembaran egae Tohun 1391 Nomor 76, Tanibahan Lembizran
Mecara Nemor 2200 ). S

Hindang - endang Nomisr 14 Tahun 1942 lenlring L’:’)lu“.'llirs “an
Angkulan Jales (L eieeen Negara Tahun 1992 Noraor 49, Tambanun
Lo b Megara Nomoer 3490 ); :

Undong - undang Homoi 11 Tahur 1997 lentang Pajok Daerah on
Retabest Daciah { Uambaran Negara Tehun 1997° Nomer 2
Fonrhalan el Negeie Nomor 3665 ) sehagaimana 1ai
Gribah dengan Uniiang ~ undang Momor 34-Tahun 2000 {
embaran MegaraTalhon 2000 Nomor 41, Tambahan l.embaran
PG Momio: 3551 ]

vinanang endang Momor 1 Tahun 2003 lenlang - FPember (u an
Rabupaien Damahern Ulara, Kabupellen l-lalmal\:era Selatan
Sabsatlen Kepolaonn Suld, Kela Tedore l’.cpulauqn dap Kabupalan
sermabern e § Lemsharan Negara i Tahun. 2003 Nomor A1
Paobabion bombg o Neara Nomor 39(3'[): :

-
|
|
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Undang - undang tomor 10 Tahun 2004 lentang Pembeniukan
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004
Momor 53, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4389 );

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintanan
Oacrah  ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 ; | .

Peraluran Pemeriniah Nomor 41 Tahun1993'len[ang Angkulan Jalan
( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, (- Tambahan L 2mbaran
MNegara Momor 3527 ) L

Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 lentang Prasarana dan
Lalulintas  Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 5 '

Peraluran Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tenlang Kendaraan dan
Pengemudi ( Lembaran Megara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3530 ); ” ,'

Peraluran Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 tenlang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Olonorm
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembarar
Negara Nomor 3952 ); |

[

i. Perluran Pemeriniah Nomor 66 Tahun-2001 lenlang Relribusi Daerah

( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Ta‘mbahan Lembaran
Negara Nomor 4139 ). |

Oengan perselujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
KABUPATEN KEPULAUAL! SULA ‘
dan !
BUPATIKEPULAUAmJSULA f

MEIMUTUSKAN

Nienatapkan PERATURAN DAERA} KABUPATEN KERPULAUN SULA TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL 5

BAB |
KETENTUAN UMUM

rPasal 1

Oclein peratuian yacrah ini, yang dimaksud dengan

S

Daerah adalaly Kabupalen Kepulauan Sulg; ‘

Pemerintah Daerah adelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula:
Bupali adalan Bupali Kabupalen Kepulauan Sula: :

Badan adalal sekumpulan orang dan atau modal 'ybng Merusakin
RUSiUIN yany mclakukan usaha maupun yang: lidak melakykan
usaha yang melipuli perseroan lerbalas,-pe{seroan komandiler.
DErLCIoan lamnya Badan usaha milik Negara alau Daeral dengnn
SAmMadan datam hengk apapun, - firma, - kongs;, Koperasi, dang
prRsn. pesehiunon, perkumpulan, yiyasan, - organisasi BLs,
01ganisast sosial politix. aiau  organisasi yang sejenis, lem:aga,
:uwuuk:';Un|hﬂﬁpnkulhunh”<bndnn!nmnyn:

.
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Jasa Usaha adalah jas yang disediakan oleh P;emergnlah daerah
dengan menganul prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula
cisediakan oleh sekior swasla: L :
Terminal adalah prasarana lransportasi jalan uniuk keperluan memuat
dan menurunkan Orang dan alau barang serta merjgatur;'keda[angan
dan pemberangkalon kendaraan umum, yang merupakan salah sciu
“Ujuc simpul jaringan lransportasi: S

Relribusi  Terminal, selanjulnya dapal disebut Relribusi adalan
pembayaran alas pelayanan penyediaan fasililas lempat iparkir unink
kendaraan penumpang, kendaraan umum, lempal kegialan usaha dan
lasiliias lainnya yang menunjang kegialan dilingkungan terminal yarg
dimiliki dan alau dikelola oleh pemerinlah daerah; ;

Wajib Relribusi adalah orang pribadi alau badan yang menurl
Peraiuran perundarg - undangan  relribusi diwajibkan  unluk
melakukan pembayaran relribusi, lermasuk pemungul alau pemotony
relribusi lertenty:

Masa Relribusi adalah sualy jangka waklu lerleniu yang merupakan
bales wakiu bagi wajib relribusi unluk memanfaalkan jasa dan
perizinan lerlentu dari pemerintah daerah: :

. Sural Pemberilahun Relribysi Dacrah, selanjutnya dapal disingk::

SPTRD,adalah surat yang " digunakan oleh wajib retribusi unluzx
melaporkan perhitlungan dan pembayaran relribusi yang terulan;
menurul peraluran relribusi: '

Sural Seloran Relribusi Daerah, selanjulnya dapal disingkat SSR(:.
adalah sural yang oleh vajib relribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran alau penyeloran relribusi yang terutang ke Kas Daeral
yang dilelapkan oleh Bunali: '

Sural Kelelapan Relribusi Dacrah, selanjutnya dapat disingkat SKR(

adalah sural keletapan relrihys; yang menenlukan besarnya poko:
relribusy; ’ :

. Sural Kelelapan Retribusi Daerah Lebil Bayar, yahg s‘elanjumya

dapat disingkal SKROLB adalah sural ketelapan relribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran relribusi karena jumlat
kredit relribusi lebih besar daripada relribusi yang leiulang;alau lidar
scharusnya lerutang: - ' |

. Surai Tagihan Relribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRO.

adalah sural untuk melakukan lagihan relribusi dan atau  sanks:
administrasi berupa bunga dan atau denda; ~

- Swial Kelalapan Relribusi Daerah Kurang Bayar, seianjut'nya dapat

disingkat SKROKB, adalaly surai kelelapan retribusi yang menenlukan
jumilah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredjt retribus,
lehih kecil dari pada relribus yang lerulang alau lidak seharusnya
terutang:

SSural Kepulusan iKeberalan adalah sural kepulusan alag Keberatan

yang diajukan oleh veajib retribus) lerhadap SKRO alau dokbmen lain
7any dipismakan | dianlaranya SKROKB, SKROKBTdar SKRDLB:
Kas Dacrah adalah Kag Dacrah Kabupaten Kepulauan Sula;
Pencdk-nan adalah serangkaian keginlan unluk mengarn,
canpanpalhon dan moengelah data dan lag keleranga [ainnyi
dabon sk mengug fepatalin pemenubian kc:wa)il)unx relribu
herdasahan peraturan berundang - undangan relribusi daerah;

1
'
|
B
|
'
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19. Penyidikan tindak pidana di bidang relribys; adalah serangkaian
indakar yang dilakukan oloh Penyidik Pegawai . Negeri Sipil, yaay
sclanjulnya  dapal  disebul penyidik  untuk  mencari Jean
mengumpulkan bukli yang dengan bukli iy, membual terang linc 1k

pidana  di bidang  relribusi yang lerjadi serta  menemukan
(ersangkanya; : l

BAB Il |
NAMA, OBYEIC DAN SUBYEK RETRIBUS|

Pasal 2 o '

Oengan nama relribusi icrinal dipungul relribusi sebagai pembayarsn
atas penyediaan fasililas terminal. |

Pasal 3

|

Obyex reliibusi adalan pelayanan penyediaan fasifitas lerminal,meliputi

d. penyediaan lempal parkir kendaraan penumpang dan; bus umum; dar

b. lempat kegiaton usaha dan lasilitas penunjang $‘<egialan lainny.
dilisgkungan terminal: o

; !

i
J

Pasal 4 .

o
Subyek reiribusi adalah scliap orang pribadi dan alau badan hukum yan:
menggunaken fasililas terminal sclanjulnya dapat disebut wajib relribus;i

BAR Il

GOLONGAN RETRIBUSI

i

o
Pasal 5 ’ {l
Relribusi Termingl digolongkanlsebagai Relribusi jasa %Usah‘a,
BAB Iv ]

CARA MENGUKUR b
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengekur g,
ditetitphan herdasakon -
G frekuensi kel masuk hendoraan:
G. jenis kendasnan: 3
CoJeni KGOUkm usahne (o f
R R RS INTY pemakaan (asiitag lerminal;

PERYGUNAGN . jasa penyediaan lasilitas terminal



SAH Y

PRINSIP DAN SASARAN DALAM ,
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA i
TARIF RETRIBUSI '

Pasal 7

L Prinsip dan sasaran dalom penetapan struklur dan besarnya tarif
relribusi didasarkan pacda kebijakan daerah untuk menutupi bidya
penyelenggaraan keamanan,kebersihan dan admninstrasi pelayadan
lerminal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan
aspek kcadilan.

2 Bmya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lermasuk biaya mvesta&
prasau na, biaya operasionsl dan biaya pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF 2ETRIBUSI

Pasal 8
Suukiur dan besainya retribust ditetapkan sebagai berikul
Kendaraan Roda Enam  Fp. 2000,-

Kendaraan Roda Empal Rp. 1000.-
Kendaraan Roda Dua Fp. 500,

Co Ny —-

BAB Vil
(O
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Relibust yang aerulang aipungut di wilayeh daerah {empat peiay'anan‘

fasilitas vang dibenxan. : ;
BAG Vill

TMASA RETRIBUSIOAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI §

~Pasal 10

wviasa retribust adalah suaiu jangka waklu lerlenlu yang merupakan balas
ookl hagiovinjitoretibusi untuk mendapatkan jasa penycediaan pelay mnan:
fasditas termunal dan pemenntal doerah.



Pasal 11

Reiribusi lerulang l2rjadi pada saal diterbitkannya SKRD alau dokumen -
lain yang dipersamakan.

Y BABIX - |
PENETAPAN RETRIBUS] S

Pasal 12

L. Setiap Wb relribusi mengisi SPTRD alau dokumen !lain yang
dipersamakan. : ‘ .

. SPTRD alau dokunen Iain sebagaimana dimaksud dalam ayal ¢ 1

J.harus diisi dengan jelos, benar dan lengkap serla dilandalangani
oleh vajil retribusi atay kuasanya;

Pasal 13

L. Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud calam Pasal 12 ayal { 1
). Bupali menclapkan relribuc lerulang dengan menerbilkan SKRD

Alau doxumen lain yang dipersamakan: : :

Oalany hal SPTRD tigak dipenuhi oleh wajib retribys

mestnya, maka diterbikan SKRD atau dokum
dipersamakan secara ;abatan:

N

| sebagaimana
en lsin  yang

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dilemukan dala baru dan alny
daia yang semula Lelum ter

Ungxap yang menyebabkan penambahin
jumlah retribuysi yang feratang, maka dikeluarkan SKRD tambahan 200
dokumen yang dipersamakan,

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUS)

Pasal 15

L Pembayaran relibusi dacrah ditakukan di kas daerah yang gditunju}:
SEsUAE waklo yang ditentukan dengan mengqunakan SKRD. SKRr
Jabatan ot SIKIRD Fambaohan: :

< Datam hal pumbayaran dilukukan dilempal lain yang dilunjuk
hasil peacrimann relnbusi doerah
Lvivn i 24 o

. Makao
harus diselor ke kas daeral paling

ar, ]
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Pasal 16
L. Pembayaran relribusi yang :érulang harus dilunasi sekaligu;s;
2. Relribusi yang lerulang dilunasi paling lama 15 ( lima .belas ) hai
scjak cilerbilkannya SKRD alau dokumen lain yang dipersamakan:

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Galam hal waijib retribusi lidak membayar lepat waklunya ateu kurang
membayar, dikenakan sanksi adminislrasi berupa. denda sebesar 2 %
( dua perseralus ) seliap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang
iidak atau kurang bayar dan dilagih dengan menggunaka'n STRO.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Lo Swrabieguran alay peringatan alau sural lain yang sejenis scbagai
awal tindakan pelaksanaan per.agihan relribusi diterbilkan oioh
Bupati paling lama 7 (tujuh ) hari sejak jaluh lempo pembayaran;
Paling lama 7 ( tjuh ) hari selelah langgal sural leguran alay
peringaian alau sural lain yang sejenis, wajib relribusi harus melunas)
yang lerulang; ST

P

BAB XIll

PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN 5

Pasal 19

i
i

. Adas  kelebihan  pembayaran  relribusi, wajib * relribusi  dapal
niengajukan  permohonan  pengembalian  secara’ tertilis kepada
Bupali; : f

2. Permehionan pengembalian kelebihan pembayaran relribusi diajur an
scecara lerulis kepada Bupali, dengan menyebulkan sekurang -
kurangnya : : i |
Ao hama dan olamat wajib retribusi:
bomaseaciubog,
¢ hesamya kelebihan penibayaran; dan
¢alasan yang singkat dan jelas:
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Bupaii memberikan Kepulusan dalam jan

gka weklu  ( enam ) buimn
scjak dileimanya permohonan pengembalian kelebihan pembavyar.s
elrbusi sehagaimana dimaksud dalam ayal (1), |
Apabila jangka wakiu sehbagaimana dimaksud dalam ayal (3 ), telah
Glampaui dan Bupali tidak memberikan kepulusan, -permohon:n
pengembalian relribusi dianggap dikabulkan dan SKROLS dilerbitkan
dalain jangka waklu paling lama 1 ( salu ) bulan: L
Apabila wajib relribusi mempunyai ulang relribusi lainnya kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i 1 ) langsung
diperhilungkan unluk melunasi lerlebih dahulu ulang relribusi lerseb,:
Pengembalion  kelebihan pembayaran  relribusi §ebagaima:;a
cimaksud dalam ayal (1), dilakukan dalam jangka waklu paling laia
2 {dua ) bulan scjak dilerbitkanhya SKRDLS8: C
Apabila pengembalian rclehihan pembayaran relrilbusi Edilakukan
seichah deval jangka wokiy 2 ( dua ) bulan, Bupali memberik.:
ibalan bunga sebesar 7 ( dua perseralus ). sebulan alzs
Eeiestambalan penibayaran kelebihan pembayaran relribusi;:

BAB X

RETENTUAN PIDANA

Pasal 20 : |
Wb retribusi yang - lidak  melaksanakan ke‘hajibannya §sehinggz1
merugikan kevangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 7
{ enam j bulan alau denda paiing banyak 4 ( empat ) kali jumizn
reinhsi yang lerutang: ' l

Tindak picdan: nebagaimana dimaksud  dalan ayali( 1), adali

pelonagagaion

|

BAB xv
PLNYIDIKAN
Pasal 21

POiELOl oo Negen Sl terienty diingkungan penuirinla!} daere..
CiaZit wewenang  kiusus scbagai  penyidik - unluk melakuke-
penyidizan tinosk pidana di bidang retribusi daerah: ; ;
Nevannng Pudik sebagiimian dimaksuyd dalam ayal (1 ), adalah -
Smescom meneorn, mengumpuikan, dan meneliti kelerangan ata:.
WpChen bethenaon dengan lindak pidona dibidang retribusi daeral
S Bcioianagan s bpein ersehul menjadi lebih fengkap dai.
;':f-!u_ :
NOOmenciln onean o sicngumpulkan k(:lcrangun mengen:
Cranas Babode Slan bhayon lentung kebenaran perbuatan yana:
vtk b e ubongon dengan tindak pidana retrilyusi dacra:h:



Coomennnig Selerangan dan bahan bukli ¢

Badon schubungan dengan lindak pidana;
4o memeriksa buku - buku, calatan - cala
GoAunien lhn berkenaan dengan (ing

gaciah: :

coomelakukan penggeladahan  yn(yk mendapal : bahan Sukli
. pembukuan, pencalalan. dan dokumen - dpktfrhén lain, =ar1a

melakukan penyilaan lerhadap bahan bukli lersebut;
Lomeminta baniyan (Chaga: ahli dalam rangka pelaksan
penyidikan tingak pidana dibidang retribys; dae'rah: :
9. menyurih berhenii dan alay melarang seseoran

angan alau (empal pada Saal pemeriksaan seg
L dan memeriksa identitas Orang dan a

“Chagaimana dimaksudialan, hurul e;

N memoirel scseorang yang  berkaitan dengan
relribusi daer:hy: :

Lo imemanggil orang unfuk didengar ke(erangannya dan diperi 52
sebegai lersangka ooy Saksi;

- menghentikan penyidikan: dan

Loomelakukan lindakan lain yang perlu unluk kel
indak pidana dibidang relribysi dacrah berd
purdturan perundang - undangan yang berlaku;

3. Penyidik sehagamana dinakeyd dalam ayal ( 1 ), memberitahuyk.:
dimulainyg penyidikan dan Menyampaikan hagi pefnyidi}gan_‘}gepac-;;-
PERURLUL umum melalyi Penyidik Kepolisian Rep;ub!ikjlndonesm,
Sesuai dengan keleniuan yano dialur dalam Undang - undang Huky:

Sil

M CIANG pribacy i
lan, dan dokumern
ak pidapa dibidang rc

b

|

aan lugas

9 meninggat:an

edang berlangs::ng

lau dokumen yang dibaviah
: i

findak pid:ng

anceran penydik n
asarkan ketenluin

~ean Pidana yong berlakuy.

S
A

BAR v
RETENTUAN PENUTUP

Pasat 2y

Hal - o ARG belum diang ¢
MCNgenn polnk

slam peraturan doerah
SONNANNY
Bupan,

ini sepanjang
akan dialur lebin lanjul dengfan Kepulusan
o -

i
)
'
I
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, Pasal 23 P
[ [
Peraluian dneran i mular hoylaky pada tanggai diun'dangkan.
Agar - seliap orang mengelahuinya, memer?intahlgan Pengundanga:
R Peraturan daerah inj dengan penempatannya 'dalam Lembaran Dacs.w,
Rabupalen Kepulauan Sula, _ L
; i ]
' i !
Ditelapkan dj f Seanan.
Pada tanggal P : 2005
) | |
i . ! !
BUPAT) KEPULAUAN SULA
: ]
t i ¥
LT
.
o
AHMAD HIDAYAT mus -
Oiundangkan ;- Sanana ; g
Pada Tanggal 2005 g !
Sekrelaris Dacral P
Kabupalen Kepulauan Suin i
| D I F |
SURANDY BUAMONA o
: { '
s |
W LERBARAN DA RA ABUPATEN KEPULAUAN LA |
TAHUN 2005 NOMOR & sERy ¢ ) .
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